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BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN

Menimbang

DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 2 avat (1)
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13
Tahun 2010 tentang Upava Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upava Pemantauvan Lingkungan Hidup dan
Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau
kepiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib
memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Linckunpan Hidup;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup WNomor 13 Tahun
2010 tentang Upaya Pengelolaan Linglunean Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat
Permmyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan vang
tidak wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantanan Lingkungan Hidup wajib
membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf’ a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup di Kabupaten Klaten:

Undang-Undang Nomar 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten  dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintzh Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran WNepara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor 126, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 5059);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 3838);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Womor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomeor 13

Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan



Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan
Surat Pernvataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup:;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun
2008 tentang  Penetapan  Kewenangan  Urusan
Pemerintahan Daerah  Kabupaten Klaten (l.embaran
Dacrah Kabupaten Kiaten Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor
11

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG UPAYA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUPF DI
KABUPATEN KLATEN.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :

i.
.

3.

Bupati adalah Bupati Klaten.

Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Klaten,

Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kilaten.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, vang selanjutnya disingkat
Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup. yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting
terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup, yang sclanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha
dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau
UKL-UPL.

. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.



BAB II
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib
Amdal wajib memiliki UKL-UPL.

(2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

(1) UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam penyusunan UKL-UPL, Pemrakarsa harus mendapat rekomendasi
kesesuaian tata ruang dari Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Kabupaten Klaten.

Pasal 4

(1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
(2) Kepala Badan Lingkungan Hidup memberikan tanda bukti penerimaan UKL-
UPL kepada Pemrakarsa yvang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL.

(3) Kepala Badan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan UKL-UPL yang
dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bidang Amdal dan Pengembangan
Kapasitas Lingkungan.

(4) Kepala Badan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan UKL-UPL
berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan
menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja
sejak diterimanya UKL-UPL.

(5) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL serta
memerlukan  tambahan  dan/atau  perbaikan, Pemrakarsa  wajib
menyempurnakan dan/atau  melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Kepala Badan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah
disempunakan oleh Pemrakarsa.

(7) Dalam hal Kepala Badan Lingkungan Hidup tidak melakukan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tidak menerbitkan rekomendasi
UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), UKL-
UPL: yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah
diperiksa dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.



(8) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rekomendasi UKL-UPL scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) digunakan
sebagai dasar untuk :

a. memperoleh izin lingkungan; dan

b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

BAB III
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 6

Setiap usaha dan/atan kegiatan vang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib
membuat SPPL.

Pasal 7

SPPL disusun oleh Pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Pemrakarsa mengajukan SPPL kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

(2) Kepala Badan Lingkungan Hidup memberikan tanda bukti penerimaan SPPL
kepada Pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan SPPL.

(3) Kepala Badan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan SPPL vang dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh Bidang Amdal dan Pengembangan Kapasitas
Lingkungan.

(4) Kepala Badan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan SPPL  dan
memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya SPPL.

(5) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam SPPL serta
memerlukan  tambahan  dan/atau  perbaikan, Pemrakarsa = wajib
menyempurnakan dan/atau  melengkapinya sesuai  hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Kepala Badan Lingkungan Hidup memberikan persetujuan SPPL paling lama
7 (mijuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL vang telah disempurnakan oleh
Pemrakarsa.

(7) Dalam hal Kepala Badan Lingkungan Hidup tidak melakukan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tidak menerbitkan persetujuan SPPL



dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), SPPL vang
diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa
dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1) Biaya penvusunan dan pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL dibebankan kepada
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

(2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk
menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan
rekomendasi UKL-UPL atan persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.
Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Oktober 201
BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 28 Okftober 2ol

SEKRETARIS DA%AH KABUPATEN KLATEN

MNDAKWANLY

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 20TeNoMOR 24 | _ |

T —




LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 21 TAHUN 2011
TANGGAL 28 Oklobor 2011

FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
TUPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (1TTKL-TIPL)

UKL-UPL minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

! MENTITAS PIEMEAKARSA

Y e

Nama T}Fxmtqahuar: S e i

i Alarnal anror

. nomaor telepon /fax

1. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGLAEIAN

cdan/alau kegiatan

2.  Lokas: rencana usaha
e e ara Tnh mra )|
CiAark/ Atan ey 1

KF:FTG‘?‘IQ'{J:I"?

ey I I .- - N a'h d g T. o] .' Tl aTh] & ; + 7 5 { a v
it RKedst YeRearicd =i .rr LELFTS CALCITL I Lo o '_.f.‘hrl.’- TR L,

| z 4 < : X
| nama Jalan, desd, heu:rnamﬂ nf:rhr.ipaten;’ .i'mIf: dan propinst tempat |
nkan  dilakukonmign rencano isahign  dan/oten kegiatan.  Untuk

|J’x:cgz'f.a_.’,|:zh kegiutan yang mempunyai skale usdalo dang/ alau kegialun
|hesm‘, seperti ke_umtun permmhanqmn perlu dilengkapi dengan pelta |

i) I-"-n'l Tt b

7 fre
LA '_-!': Hopcifl shoo JEIFLT et | Aty ricter) rlerag

Tealceiss Wer

. | letak lokasi berdasarkan Garis Lr*?.:my dan Garis bujur

G Skala usaha dan/atau kegiatan ; o _ {satuan)

Kelerangan:

Tylislean ukuran lwasan dan atau panjang don/oton volume dan/ atau !
kapasitas atau besaran lain yang depeat digurieivos: Wtk mernberiboort |
| gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai u;-nf::uh antara lair:

1. BRidang Fidustri: jenis dan kapasitus produlsi ivmlah bahan haoko
dan penolong, jumloh penggunadin :'f;'_g.if;:gr' r.:'r-- (ih penggunaan dir

1




12 Hrdang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas mchan‘
tamhang, penjang dan luas lintasan 1 so ismith dan jumlah bahion
pelodal
3. Bidang Perhubungan: luas, parjang dan volume _j'a.sz'fr'm.q|
perhubungan yang akan dibangun, kedalaman fambatan dan herbal |
hapal sundar dan wieuran-uhuran lain yang s vt denggoaars biiclenrey
| perhubungan e U i
4. DPertaniot. tuos rencarna dsaia dan/atau kegiolan, kapasitas ridait
pengolahan, jumiah bahun baku dan penclongy. jinrtleabt pergguinoon

! energi dan Immtr;h penggundan. dir
5. Dideng Puriwisota: has lahan yoang  dignaioson lacass fosiltos
puriwisute  yong dkan  dibangurn, Jumiah  komar, jjuriafc mesin
. laundry, rummh hole, kapusitas tempat duduk tempat hiburan dan

Jl._.,}..q, ol ps restoran

4. (Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen  reneana saha i alau
yang diyakini akan memm‘rmlkﬂm rl:am pak terhadap nnt,kungan ’mdup

” Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada schiap
tahap peiﬁksanadn pm}rek yakni tahap TJI'HLL{IIIT"-‘E 1uksi, konstrulksi,
operasi dan pasca operasi atau dengan n-wmnumkan komponen
kegiatan herdasark=m proses mulal dari penanginan bahan L1 RE
proses produksi, sampai dengan penanganan pasca nmdu lesi.

Contoh: Kegiatan Peternakan
: = T
|

|
l Tahap Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang
dibebaskan dan status tanah).

T flan lain lain.. ..

. | Tahap Konstruksi: |
' a, Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan '
| tehnik pembulkaan labani.

| b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan |
hiasan bangunat).
i ¢, dan lain-lain.....

Fahap Operasi:
i a. Pemasukan ternak (tuliskan  jumlah  ernak  yang akan |
| dimasukkan). |
b, Pemeliharaan ternak (jelaskan tabap-tahap peneliharaan ternal |

|  yang menimbulkan limbah, atau dampak terbadap lingkungan |




i hidup}.'
o dan lain-lain..

(Catatan: Khusus untul usaha dan/atau kegiatan yang berskala

hesor. scpertt antaro Tom! mdustri kertos, fiek T flerr webrcerciindget,

lampiricon pula dingram alir proses yang cisaricn lengan Kelorangart |
Lkese_im hangan bahan dan air fmass balance dan water halance)) !

I, DAMPAK LINGRKUNGAN YANG AKAN TERJADI.
Uraikan secara singkat dan jelas mengenai:
1. kegiatan yang menjadi sumber dampak lerhadap lnghangan hadup;
, R 2. jenis dampak linpgkungan hidup vang terjadi;
3. ulkuran vang menyaltakan besaran dampak; dan

4. hal-hal lain vang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak

. linekunean vang akan tarjadi terhadap lingkungan bodnag.
5. ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini:
-

SUMBER DAMPAR | JENES DAMPAR v BESARAN [DAMPARK | BRETERANCGAN |

—— s ——— e | |
| | 1} |
ITreligheerry hoergeal@int sgcenied | Tralizkorrn clearprorh govieeg U adisakorar T i CTHEE} Voplisshear
meTigpio ! ik gk bespadd] eIcEp et e el ] , hnfarmasi foon
| terhadap inglungeon) besarart deampak] | yang periy
| elisempeikan
Cemiiiery Lorey T Comarrion PR

PRI R ST
Kegintnn Peternakan pacda IR
tahap operasi [ Tineterarepean sperrier

FERERF] TEFNTci il

Femeclinaramil erml
menimbulican limbakh
herapa:

| 1. Larzaiseddy cwor { Terjadinye pern L 1 Ladah cane v
| 3 ¥E T
kualitas air Sungal XYZ | dihasilkan sadalah 50

| .
. Abeitat ™ e liter fhan

iy raod

7. Bimbak padal (leotoran Torfadimva protiriia Limbal
uislitpes ey Soagad XY Tithasillarn adalaby 1,2
I adcihat T k-5p ;
:-._in.lm. n-ﬁmlhua‘.ns.n: ™ fmingeu.
| linfhah padat |
e Lamrlmain g pkibal Pepurunen kuaditas
. | pembakaran aisa ndara akibat | i I
| | i
| malanan ternals | pembakaran |




IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
Uraikan secara singkat dan jelas:

1. Langkah-langkah yvang dilakukan untuk mencegah dan mengelola
dampak termasuk upava untuk menangani dan menanggulangi keadaan
darurat;

2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas
pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang
linglungan hidup;

3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efekiifitas pengelolaan
ngkungan  hidup dan ketaatan  terhadap perafnran di bidangs

Hnglkungan hidup

e
V. TANDA TANGAN DAN CAP
. Setelah UKL-UPL disusun dengan  lengkap. rmralarsa wajib
menandatangani dan membububkan cap usabha dan/atau keglatan yang

hersangkutan.

BUPATI KLATEN,

SUNARNA




LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 24  TAHUN 2011
TANGGAL 2% Offoeér 2o

FORMAT SURAT REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGEUNGAN HIDUP
NAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKT-1111} OLEH INSTANST

T TE T IAdfLA DM TTITT I ; 1A R v
-,!xfll'\:..-.a.n_-"b\c.:-- R "--l'".!%--!-". I.-.‘-l.'i-.'-"

kkota, tanggzal, ulan, tabun
MNomos Keopada YTl
Lampiran : 1 (satu) berkas Direkiur/Manazer/ Lainnya
Perihal : Rekomendasi atas PT

Kegiatan .........uceaedses Tempat
oleh PT. ........ e 5

¢li

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor . terianggal L. perihal
penyampaian Upava Peneelolaan Lingkunpgan Hidup dan 1ipaya Pemantanan
Langkungan Hidup (URI-TIRPL] odnk koeeiatan ... . | BT5TE=T N a ks 111
diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan,
maka terhadap UKL-UPL untuk kegiatan ... vivri... tersebut sccara teknis
dapat disctiyni

UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penangging jawab kegiatan
dalam menjalankan kegintannya dengan ftetap berpedoman pada peratitran
perundang-undangan yang berlaku.

Anabila terjadi pomnindahan lokasi kegiatan, desain dan/atan proses dan/atau
kapasitas dan/atau bahan baku dan Jatau bahan penolong atas usaha
dan/atan kegiatan. terjadi bencana alam dan/aftau lainnva vang menyebabkan
nertubalian lingkungan yang sangat mendasas baik =cbhelnm maupun sadal
pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun
TIKL-11P], ataun AMDAIL ham sesuai ketentuan peraturan perindang-undangan

VAR orlalou.

Penanggung jawab PT........... wajib melakukan selurub kefentuan yang
termalctuzb dalam  UKL-UPL  dan bertangeungiawah  sepenuhnyva atas

pneneclalaan dan pemanianan dampak Hnelunean darvi Kesioafan oo aie.s.



Penangpung jawab PT.......... wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan
dan pemanmmn lingkungan hidup vang terc =1r1'rum dalam JKL-UPL tersebut

kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Keta . .. dan instansi

instansi sektor terl-:d]t [rermaauk instansi pemberi rzm] seti: ip ..... bulan sekali
terhitung sejak tanegal diterhitkannya surat relcomendasi in

Selanjutnya Bupati/Walikota ................... , Kepala Badan lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota .......... N~ , Kepala Instansi Sektor A ........... Kepala
Istansi Scktor B, Kepala [nstansi Sektor dst.... melakikan pengawasan

terhadap pelaksanaan ketentuan-kKetentuan yang wajib dilakukan oleh
penangpung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana

dimalesud.

Demilkian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimskasih.

Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten /Kota ..., A
4

Fembusan Yih.:

L. Kepala Instansi Sckior A,
2. Kepala Instansi Sektor B;
Kepala Instansi dsly;

&, sl

BUPATI KLATEN,

SUNARNA



LAMPIRAN NI PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2011
TANGGAL 29 (Obfober 2oy

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGFEL MLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNCGAN HIDUP (SPPI

Kami vang be T1:.l"‘{']£'l. tangan 1 bawah ini:

s Nama B o o o i e e e A A B AR e ATy ey e s R
m Jdalatat i D g Ao et TR 120 e
»  Alamat i A A i i e A e B R e
»  Nomor Telp. e e e TR

Sclalou penanggung jawab atas pen pelolasn linglungan darn

= Nama -w'u-:ahamﬁ‘{dlsacme e e MR . oo o oy S e SR
w Adeiineat perganae ||.-..-..ij-.-

= Nomaor lelp. Perusahaan

] ..]'L"_:|_‘_|_1“ [u,c;-w ha/sifat Usaha g s s ranea e
] iy a8 :"::-""': :

=  Porizinan yang dimiliki R e e e T e e e
. hepern.u~1 ke e e e e L R e A R i
»  Resarnyae roodel

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untui: :
1. Melaksanakan ketertiban wumum dan  senanfia=a  membina
hather AT EHe dengan LoetangEen e SR

2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan leeindahan i linglkungan

|.1ﬂ-'1h-'3|.1

i, Bertanggung jawab b rhiadap erasalom daniatal T TR TR
1mg‘m;ngqn «, ang diakibatlkan m@h usaha dan/atan kegatan
tersebut. y .
Dareoria  clipatiag d=impat linsltunea et L5 t ok falan

J:EEQ;]thli]"]}UE oleh pejabat yanE berwenang.

5, Men_].dgfd keleastarian sumber daya ﬂlqm tlan nn;:l-ct ngan hidup di
il o old celii@mr tempal s elaan =R A | I‘-'i." ikl

f2, Apabila kami laial untuk IﬂLJ:Jl{'*n.llIdl\‘d’ﬁ.'l. pernyaioel pada angka 1
sampai ?ngkd 5 di atas, kami b: T*-n‘r'fm t:nf*rhﬂﬁ?‘uu iawab sesual

h R B T O Il O (] sk 4 ]1|r| FI1sr-1111 11605 1"'.‘ r1-':- |;|f|
S bligg bl ) potee SRS st T

Keterangan: ol
a, Dampale lingkungan yang terjadi:

b

-

o 08l



Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

A 0

3 .

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya
usaha dan/atan kegiatan ataun mengalas
proses, hahar oLl dan Fatang b

faran hahatl penolong.,

ni periibahan lokasi, desain,

Tanggal, Bulan, Tahun
'-l|.'|r\}--|}.-!~l RRARE]

Kepala Instansi Lingkungan

Hidup Provinsi/Kabupaten /Kota

Cap perusahann

MOA N A ¥ oA M A

Catatan:
Contoh format Jdi atas merupakan

1 format minitnum dan dapat
dikembanglean.

BUPATI KLATEN,






